
JAKARTA (KR) - Man-

tan kuasa hukum Syahrul

Yasin Limpo (SYL), Febri

Diansyah mengaku men-

dapatkan honor senilai Rp

800 juta saat penyelidikan

dan Rp 3,1 miliar di tahap

penyidikan ketika men-

dampingi proses hukum

eks Menteri Pertanian itu.

Uang Rp 800 juta itu meru-

pakan honorarium untuk

mendampingi tiga klien

yakni SYL, Sekretaris Jen-

deral Kementan periode

2021-2023 Kasdi Subag-

yono, serta Direktur Alat

dan Mesin Pertanian Ke-

mentan Tahun 2023 Mu-

hammad Hatta.

“Pada saat itu, di tahap

penyelidikan yang disepa-

kati totalnya adalah Rp

800 juta. Tim kami ada de-

lapan, untuk tiga klien,”

kata Febri saat memberi

keterangan sebagai saksi

di Pengadilan Tindak Pi-

dana Korupsi (Tipikor)

Jakarta, Senin (3/6).

Ketika didalami oleh jak-

sa penuntut umum Komisi

Pemberantasan Korupsi

(KPK) perihal pihak yang

membayarkan honor itu,

Febri mengaku hanya ber-

komunikasi dengan Kasdi

dan Hatta. “Kalau Pak

SYL tidak komunikasi?”

tanya jaksa. “Pak SYL saat

itu sudah mengatakan

nanti akan dikoordinir oleh

Pak Kasdi,” jawab Febri.

Managing Partner Visi

Law Office itu juga meng-

aku menerima honor Rp

3,1 miliar pada 
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YOGYA (KR) - Menteri

Luar Negeri (Menlu) Retno

LP Marsudi menegaskan,

Indonesia terus berada di

garis depan dalam mem-

bantu Palestina. Saat ini

dukungan yang diberikan

yakni terus meningkatkan

bantuan kemanusiaan un-

tuk Palestina.

“Komitmen meningkat-

kan bantuan kemanusiaan

tersebut adalah salah satu

wujud konsistensi kita

(bangsa Indonesia) dalam

membantu bangsa Pales-

tina,” terang Menlu dalam

acara Public Lecture ber-

tema ‘Diplomasi Indonesia

untuk Palestina’ di Balai

Senat UGM, Senin (3/6).

Menurut Retno, bantuan

kemanusiaan tersebut te-

rus diberikan Indonesia

dari waktu ke waktu, baik

lewat jalur darat maupun

udara. Beberapa waktu la-

lu, Indonesia bergabung

dengan pemerintah Yorda-

nia mengirim bantuan le-

wat udara. “Semua bantu-

an sesuai permintaan di la-

pangan, obat-obatan, ma-

kanan, selimut dan lain-

nya,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia,

lanjut Retno, juga memberi

dukungan kepada organi-

sasi PBB yang mengurus

pengungsi Palestina yaitu

UNRWA yang saat ini or-

ganisasi tersebut terus di-

perlemah. Dengan menyu-

sutnya bantuan/donasi ke-

pada UNRWA,  
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● SEORANG anak kelas

3 Sekolah Dasar bertanya

kepada ibunya, arti kata

seperma. Si Ibu kaget dan

balik bertanya, dari mana

mendapatkan kata itu. Di-

jawab oleh si anak, bahwa

kata itu diperoleh dari bu-

ku pelajaran. Setelah di-

cek, ternyata kata itu meru-

pakan penggalan dari kata

seperma-inan. (Rika Dian

Mayawati, Jalan Nogopuro

III/2 Gowok, Caturtunggal

Depok Sleman 55281)-d

MAYORITAS startup berawal dari kerja sama antarrekan

untuk mengembangkan suatu produk atau layanan tanpa

campur tangan pihak luar. Oleh karena itu, memiliki infrastruk-

tur manajemen risiko yang tepat sejak awal sangat penting un-

tuk mendukung kesuksesan jangka panjang.

Semakin kompleks risiko yang dihadapi kegiatan usaha ten-

tu saja akan meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola yang

baik (good governance) serta fungsi identifikasi, pengukuran,

pemantauan, dan pengendalian risiko.

Startup yang sukses biasanya mampu mengatasi kesulitan

dan mengubah strukturinformal organisasi yang dibentuk un-

tuk pertama kali. Dengan demikian, upaya tersebut akan

membuat startup berkembang menjadi organisasi besar yang

lebih kredibel. Itulah sebabnya, startup patut berusaha meng-

antisipasi berbagai kesulitan yang dihadapi dengan memba-

ngun landasan tata kelola yang baik sejak dini.

Tata kelola dan manajemen risiko organisasi yang baik akan me-

ngikuti prinsip dasar akuntabilitas, keberlanjutan, dan sumber daya.

Prinsip-prinsip tersebut akan mendukung proses dokumen-

tasi secara jelas yang bersangkutan dengan hal-hal sebagai

berikut: (1) Peran, tanggung jawab, dan  pengaturan organisa-

si untuk pendiri, manajemen, dan seluruh staf startup. 
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DUKUNGAN UNTUK PALESTINA

Indonesia Konsisten di Garis Depan

JAKARTA (KR) - Kementerian Kesehatan (Kemen-

kes) menyebutkan, sebanyak 2.004 dari 3.057 rumah sa-

kit (RS) siap didampingi hingga 30 Juni 2024, agar dapat

memenuhi 12 kriteria Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

“Saat ini targetnya 3.057 rumah sakit seluruh Indo-

nesia. Nah, ini terdistribusi ada rumah sakit milik Pe-

merintah, milik pusat/daerah, milik BPN, milik TNI Poli,

milik swasta,” kata Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan

dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes Dr Ahmad

Irsan dalam Kemencast #79 ‘Bagaimana KRIS Diim-

plementasikan?’ di Jakarta, Senin (3/6).

Ahmad Irsan menyebutkan, per 20 Mei 2024 ada 1.053

rumah sakit yang sudah siap untuk implementasi KRIS.

Seperti mandat dari Peraturan Presiden, KRIS tersebut

bertujuan untuk meningkatkan kualitas melalui peneta-

pan standar, agar semua orang di Indonesia, apabila me-

miliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dapat men-

gaksesnya.  

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes

Yuli Astuti Saripawan menyatakan, selama ini peneta-

pan kelas memberikan fasilitas yang berbeda. Dicontoh-

kan, fasilitas Kelas 3 di Jakarta dan Indonesia Timur 
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UNTUK TERAPKAN KRIS

2.004 RS Siap Didampingi

KR-Humas UGM

Menlu Retno Marsudi saat menyampaikan kuliah umum di Balai Senat UGM.

MASJIDIL HARAM MAKIN PADAT

Pintu Masuk Makkah Dijaga Ketat
MAKKAH (KR) - Kepadatan kedatan-

gan jemaah haji di Makkah terus me-

ningkat. Kegiatan beribadah pun terlihat

makin penuh. Tidak hanya waktu tawaf

(mengelilingi kakbah), namun juga saat

sa’i (berjalan kaki/lari-lari kecil antara

Shafa-Marwah). 

Sejumlah jemaah setelah tawaf sebagian menjalankan

salat sunah di depan batas yang ditentukan, sehingga tak

sedikit jemaah lain hingga menyenggol jemaah lain yang

sedang tawaf. Beberapa kali Askar (petugas keamanan)

menertibkan agar salat sunah para jemaah berada di da-

lam garis yang ditentukan. 

Suhu Makkah pada Senin (3/6) siang mencapai 41 derajat

Celsius. Meski suhu udara tinggi, tidak menyurutkan jema-

ah tetap melakukan tawaf di dekat Kakbah. Alternatif untuk

melakukan tawaf dilakukan di lantai 2 yang lebih teduh. 

Selain itu, tawaf juga dapat dilakukan di lantai 3 dengan

kendaraan listrik, skuter atau boogy. Fasilitas ini sangat

membantu jemaah yang mengalami keterbatasan fisik.

Terkait ibadah umrah sunah, pihak Kemenag mengimbau

untuk menyesuaikan dengan kondisi fisik agar saat puncak

haji tetap sehat. * Bersambung hal 7 kol 1

JAKARTA (KR) - Tiga hakim Mahkamah Agung (MA)

yang memutuskan terkait batas minimal usia calon

kepala daerah dilaporkan oleh Gerakan Sadar Demokrasi

dan Konstitusi (Gradasi) ke Komisi Yudisial (KY). Putusan

tersebut dinilai janggal dan mencederai masyarakat.

“Tujuan kami ke KY adalah melaporkan tiga hakim

yang kemarin membuat putusan yang sangat janggal dan

mencederai masyarakat, yaitu Yodi Martono Wahyunadi,

Yulius, dan Cerah Bangun,” kata Direktur Gradasi Abdul

Hakim, di Kantor Komisi Yudisial Jakarta, Senin (3/6).

Disebutkan, tiga alasan pihaknya mengajukan laporan

ke KY. Alasan pertama adalah menurut mereka, proses pe-

meriksaan oleh MA dilakukan dalam waktu yang sangat

singkat dan terkesan terburu-buru. “Waktu pemeriksaan

hingga keputusan hanya tiga hari. Ini kami duga terkesan

terburu-buru. Pada umumnya, kalau kita melihat kajian

pengujian di MAitu menurut kajian PSHK putusan butuh

waktu sekitar 6 bulan dan/atau 50 bulan. Ada apa kok se-

cepat ini? Ini patut kami curigai,” ucapnya.

Alasan kedua adalah putusan itu terkesan diprioritas-

kan. “Kalau kita yang uji di lapangan, biasanya prak-

tiknya lama. (Putusan) ini seperti diprioritaskan. Perta-

nyaan kita, kenapa diprioritaskan? Untuk siapa?” ta-

nyanya. Alasan terakhir adalah putusan tersebut prob-

lematik karena batasan minimal usia kepala daerah dite-

tapkan ketika sejak menjadi calon, bukan sejak dilantik. 
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PUTUSKAN BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH

Tiga Hakim MA Dilaporkan ke KY
DAMPINGI PROSES HUKUM SYL

Febri Diansyah Terima Honor Rp 3,9 M

KR-Antara/Hafidz Mubarak A

Febri Diansyah (kiri) usai sidang lanjutan kasus du-
gaan pemerasan dan gratifikasi di Kementan oleh
Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

SELASA PAHING

KR-Primaswolo Sudjono

Kepadatan jemaah yang sedang melakukan Tawaf di seputar Kakbah, Masjidil Haram, Makkah, Senin (3/6/2024).

Dalam keterangan per-

snya, Senin (3/6) Pratikno

mengatakan, telah terbit

Surat Keputusan Presiden

tentang pemberhentian

dengan hormat Bambang

Susantono dari jabatan

Kepala Otorita IKN dan

juga Dhony Rahajoe seba-

gai Wakil Kepala Otorita

IKN disertai ucapan teri-

ma kasih atas pengabdian

keduanya selama ini.

Menindaklanjuti hal itu,

ujar Mensesneg, telah ter-

bit perhari ini (kemarin)

Keputusan Presiden

(Keppres) yang mengang-

kat Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) Basuki

Hadimuljono sebagai Plt

Kepala Otorita IKN dan

Wakil Menteri ATR Raja

Juli Antoni sebagai Plt

Wakil Kepala Otorita IKN.

Dikatakan Pratikno,

Presiden meminta Basuki

dan Raja Juli menjamin

percepatan pembangunan

dengan sebaik-baiknya,

sesuai visi pada rencana

Nusa Rimba Raya dan

memberikan manfaat po-

sitif bagi masyarakat.

Pratikno membantah

mundurnya Kepala OIKN

Bambang Susantono dan

Wakil Kepala OIKN Dho-

ny Rahajoe berkaitan de-

ngan persiapan rangkaian

acara peringatan HUT

Kemerdekaan RI pada 17

Agustus mendatang. “Oh

nggak, nggak. Acara 17-an

sudah kita rancang, jadi

nanti kita sebelum pindah

(ibukota) ada acara 17-an

dimulai di sana,” jelasnya.

Namun, Pratikno meng-

aku tidak mengetahui alas-

an pengunduran diri Dhony

Rahajoe dan Bambang Su-

santono dari Otorita IKN. 
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KR-Antara

Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.

JAKARTA (KR) - Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan
Wakil OIKN Dhony Rahajoe secara resmi
mengajukan pengunduran diri. Menurut
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
Pratikno, surat  pengunduran diri itu sudah
diserahkan kepada Presiden Joko Widodo be-
berapa waktu lalu.


